BAB1V
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SOLOK
4.1 Realita Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Solok Untuk Keperluan
Administrasi
Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a, b, ¢, d dan e Kompilasi Hukum Islam
mengatur tentang alasan para pihak mengajukan perkara isbat nikah ke
Pengadilan Agama tentang hal-hal berikut :

(2) Dalam hal perkawinan-tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah dapat'diajukan isbat nikah késPengadilan Agama

Realita yang terjadi di Pen§ Agama Kota Solok, Mengabulkan

permohonan isbat nikah diluar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi

Isla a a 7 4 3 R i, dJl #&'Pa%
UIN:IMAM.BONJO
alyar ta gKelaldran, dan Pasport,

A:NG ini tidak diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam.

seperti pembu tu
a

sedangkan unt
Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama kota Solok,

jumlah perkara permohonan yang telah diputuskan selama tahun 2016

adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1

Jumlah Perkara Permohonan Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota

Solok
No Bulan Jumlah Perkara
Masuk
1 Januari 7
2 Februari 1
3 Maret 0
4 4
5

Tabe Kk jumlah perkara
permohonan telah diputuskan

selama tahun 2016 adalah sebanyak 81 (Saripraja, Panmud Hukum
Pengadilan Agama Kota Sokok, 2018) dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Jenis Permohonan Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Solok

No Jenis Permohonan Jumlah
1 Isbat Nikah 67

2 Pengankatan anak 3

3

4

berikut:

UIN-1

Alasan Pengajuan Isbat

ta a
2 | Kartu keluarga 34
3 | Pasport 3
Total 67

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah permohonan perkara

isbat nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Solok
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untuk keperluan akta kelahiran sebanyak 30 perkara, untuk keperluan
kartu keluarga sebanyak 34 perkara sedangkan untuk keperluan pasport
sebanyak 3 perkara, tetapi untuk keperluan administrasi ini sama sekali
tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.( Saripraja, 2017 )
Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang telah
diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Solok Tahun 2016 ditemukan
bahwa alasan para pihak _mengajukan isbat nikah adalah untuk
keperluan administrasi. @leh karena itu, dalam melakukan penelitian ini
penulis hanya menfokuskan kepada alasan para pihak yang mengajukan

perkara isbat mikah untuk 2 kelahiran, kartu keluarga dan

assport.(Saripraja, 20

anya nikah,

pernikahan yang dilakukan seBelum UU No. 1 tahun 1974 bukan

rhadap gegkawinan gang terjadi ses Ny adeaalime?00Q3,70
UIN:IMAM BONJOL
walaupun pernikahanya dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang
No.1 Tahun ng mERS sih mengabulkan
permohonan dEABASNng diajukan dengan
alasan selagi pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Jika pernikahan yang dilakukan

bertentangan dengan hukum Islam maka permohonan mereka

ditolak/tidak dikabulkan. (Nurbani, 2017)
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Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang
perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal
2 ayat 1 UU no 1 tahunl974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI
merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan haplls dieatat; (2) pencatatan perkawinan
tersebut pada ayat (1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana yanggdiatur dala ndang-undang,No.22 Tahun 1946 jo

(1) untuk megaenuhi

Pama; (3) itsb

Agama terbatas mengenai hal-ha

kagvina amarangka pgoyelesai r
UIN-HIVIAM B

perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Undang-undan h 4 ; riwMan yang dilakukan
oleh mereka Wng y layga awinan menurut

Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan

ang berkenaan dengan : (a) Adanya

) Kilanggya

permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali
nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.(KHI,3)
Berdasarkan penulusuran penulis pada Pengadilan Agama Solok,

ditemukan bahwa isbat nikah yang telah diajukan kemudian ditetapkan



U

d<ah ngatakaa bahaya jika p onJaencaiikag pergiohags
|'s ikalMA ilan tilal @
mengisbatkan pernikahanya karena pernikahan yang diisbatakan adalah
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oleh hakim ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf
e KHI, seperti perkara isbat nikah No.78/Pdt.P/2016/PA. Slk. Pasangan
suami istri ini mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi
seperti untuk membuat akta kelahiran anak serta keperluan lainya.
Namun hal ini tidak diatur dalam KHI maupun Undang-Undang
Perkawinan.(Ase, 2017)

Elmisbah Ase menegaskan bahwa isbat nikah yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama Selok ini banyak mémberikan pertimbangan atau

mashlahah bagi pasangan Suamigistri walaupuhy, pernikahan pasangan

suami istri itu tidak terg karena itsbat nikah sangat

irut Pasal 7

perceraian,

bagi perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan untuk huruf b. hilang

d
I

perkawinan ya A\aﬁwn an®bagi mereka yang
hilang akta nikej eNgtNydigUA. Jika pasangan
suami-istri mengajukan permohonan atas dasar ini maka Pengadilan
Agama tidak mengabulkan permohonanya, pihak Pengadilan
memerintahkan / memberikan solusi kepada pemohon agar meminta

salinan akta nikah mereka ke kantor KUA karena perkawinan mereka

tercatat (Ase, 2017).
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Jika pemohon mengajukan permohonanya atas dasar huruf ¢ KHI
adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan
maka pihak Pengadilan mengabulkan permohonanya dengan memeriksa
syarat-syarat sah perkawinanya terutama yang berkaitan dengan BAB II
Syarat-Syarat perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo BAB IV
Rukun dan Syarat perkawinan KHI. Jika dalam pernikahanya sudah
memenuhi aturan yang sudah teftera'dalam Undang-Undang perkawinan
jo KHI tentang syaratgdan rukum perkawinan maka hakim dapat

mensahkan kembalif pernikahan jika““tidak wterpenuhi maka untuk

nikah ini hanya untuk orang-oran®yang melakukan pernikahan sebelum

barlaky un ungdang gerkawingn.
IN-HVIAM BONJOL
merujuk kepada huruf e Pasal 7 ayat (3 [ Perkawinan yang dilakukan

oleh mereka k PN i PR l@ngn Werkawinan maka
berdasarkan pEAym NaGntuk mengajukan
permohonan isbat nikah bagi mereka yang melakukan perkawinan yang
tidak tercatat di KUA ( nikah sirri ). Dengan demikian Pasal 7 ayat (3) KHI
huruf e ini, secara tidak lansung telah memberikan izin atau melegalkan

pernikahan dibawah tangan kepada masyarakat setempat tanpa melibat

PPN yang berwenang akibatnya ialah tujuan normatif dari pencatatan
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perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hal ini akan menciptakan ketidak
teraturan dalam pencatatan perkawinan.(Ase 2017)

Berdasarkan Pasal inilah, hakim-hakim mengisbatkan perkara
permohonan yang diajukan oleh pasangan suami-istri ke Pengadilan
Agama, baik perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang perkawinan maupunl pasca berlakunya Undang-Undang
perkawinan ini. Hakim berpendapat bahwaysetiap perkara permohonan

isbat nikah selalugdikabulkan ggalkan “syarat dan rukun pernikahan

terpenuhi. Dalam hal per b yang diajukan dengan tujuan

masalah perkawinan itu adalah Thasalah pribadi tidak perlu campur

tid angkihat ya
U |]< per

Kedua, Adanya ke hawatlran ari seseorang akan kehilangan hak pensiun
janda apabila p A A N at pencatat nikah.
ketiga, Tidak aP D GAgama bagi orang
yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. Keempat, adanya
kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat
dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif

yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak

dicatatkan di KUA. Kelima, adanya kekhawatiran orang tua yang
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berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan
dengan suatu harapan pada suatu saat nanti jika sudah mencapai batas
umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah anggapan
masyarakat yang tidak memahami dampak positif/negatif bilamana
perkawinan tidak tercatat di KUA.(Ase, 2017)

Berdasarkan fenomenagSekarang, kebanyakkan yang terjadi di
dalam masyarakat sekarafg, jika seorang prempuan dan pria ketahuan

berkahalwat atau _tidak pulang deerumah dalam, beberapa hari maka

mereka langsiing menikap gcreka’ tanpa menberitahukan

4.3 Prosedur Permohonan Isbat NiK#

j er ohonan
gu t n

epub ik Indonesia nomor 3 Tahun 06 tentang perubahan atas
undang-undangino ilan Agama. Oleh
karena itu, seADﬁN Gpermohonan atau
gugatan di Pengadilan Agama Solok harus melalui langkah-langkah
sebagai berikut :

Pertama, Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama di wilayah

kekuasaan relatif Pengadilan Agama tersebut (wilayah tempat tinggalnya)

dengan membawa surat-surat yang diperlukan misalnya surat keterangan



U

dangag m urag pegguohanan gginima
|DN m b n asa d ,
dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang
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dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah/Kepala Desa
setempat atau surat keterangan kehilangan akta nikah dari kepolisian bila
akta nikah hilang. Jika pemohon tidak mendapatkan rekomendasi dari RT
setempat maka pemohon tidak bisa mengajukan permohonanya.

Kedua, Mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun
secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama dengan menyampaikan
sebab-sebab pengajuan permoh@nanijika pemohon tidak mampu dalam
hal ini maka pihak Pengadilan Agama sudah menyediakan jasa untuk

membantu pemohon dalam membagt surat permohonanya atau pemohon

mempunyai jasa advokat ang'membuatkanya.( Pasal 4

Meiriza Fitri. Kedua pasangan ters@ut datang ke Pengadilan Agama Solok

kemudian ditu mmﬁm Ggembalikan surat
permohonan B 1 , udian Ghanda
menyerahkan surat permohonan disertai SKUM itu ke kasir. Kasir
menandatangani SKUM serta member nomor urut perkara dan tanggal
penerimaan perkara dalam SKUM. Kasir menyerahkan SKUM kepada

Ghanda sebagai dasar untuk penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.

Ghanda pergi ke bank untuk mengisi slip penyetoran panjar biaya
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perkara, kemudian Ghanda menerima slip bank yang telah divalidasi lalu
menyerahkanya ke Kkasir. Kemudian kasir meneliti kembali slip itu,
setelah itu baru diberi cap lunas, kemudian Ghanda menyerahkan surat
permohonannya ke petugas meja II, kemudian petugas meja Il mencatat
surat permohonanya kedalam register yang bersangkutan serta member
nomor register. (Nurbani, 2017)

Perkara pengesahan (itsbat)wmikah adalah adanya perkawinan
yang dilangsungkan bepdasarkan “agamawatau tidak dicatat Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) yang berw@mang vang diajukan oleh suami istri

atau salah sat@i dari suamj ak, wali nikah dan pihak yang

Kedua,Jika permohonan itsBat nikah diajukan oleh salah seorang

SUaMig ataj ARtTige m on ersi tegsiusg denga

UINIMAM-BONJC

sebagal pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap
putusan terseb Aajl ﬁ }AN 1@ dan kasasi.

Ketiga, E 1 k G tersebut di atas,

diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan

perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak
dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka

permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
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Keempat, Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali
nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan
mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

Kelima, Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka
suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli
waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan.

Keenam, Jika suami ataugistri tidak mengetahui ada ahli waris lain
selain dirinya, maka perm©honan itsbat nikah diajukan secara voluntair,

produknya berupa pénetapan.

Ketujuhj Jika ada o g mempunyai kepentingan dan

hgan hukum
dalam angka
2, 3, dan 4, sedang permohonan
mag dapat gaengaju pegbaialan awjaan vang gelah gdis n
NIMAM-BONJO
erdasarkan hasil wawancara penulis bahwa proses pemeriksaan
perkara isbat 1@kal A, ﬁ AN“ stMah sesuai dengan
peraturan yan U, . a Gkan permohonan

isbat nikah adalah suami istri,wali nikah, anak-anak mareka serta orang

ersebut telah diputus oleh Pengadilan

yang berkepentingan dalam perkawinan itu. Orang yang berkepentingan
dalam perkawinan ini adalah orang yang terlibat dalam perkawinan

tersebut misalnya saksi. Jika yang mengajukan permohonan perkara
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bukan orang-orang yang tidak terlibat dalam perkawinan maka

permohonanya ditolak.(Nurbani 2017)

4.4 Syarat Dalam Permohonan Isbat Nikah
Syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik
maupun kontemporer. Akangftetapi, syarat isbat nikah ini dapat
dianalogikan dengan syafat pernikahan. "Hal ini karena itsbat nikah

(penetapan nikah)gpada dasarnyamadalah’penetapan suatu perkawinan

yang telah dilakukan ses gtentuan yang terdapat dalam

mengajukan itsbat nikah kepada P€ngadilan Agama. Namun, itsbat nikah

inghagya dj imkangbila erkenaa a -hgl tegtentuya(Argdiah
UKN- ) JE

nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berke n
Pertamal@da i@an 1 a penyelesaian

perceraian (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 2001,

16). Hal ini berlaku bagi perkawinan yang diselenggarakan sebelum
tahun 1974. Maksudnya adalah jika seorang pasangan suami istri yang
sebelumnya menikah di bawah tangan dan tidak mencatatkannya di

Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, kemudian ia
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bermaksud ingin mengajukan cerai maka sebelumnya ia harus
mengajukan permohonan itsbat nikah yang dapat dilakukan secara
bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai (Fauziah 2015, 16).
Kedua, Hilangnya akta nikah. Apabila suatu perkawinan yang sah
menurut agama dan dicatatkan menurut Undang-undang, kemudian bukti
tersebut hilang, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan itsbat nikah ke Pefigadilan Agama dengan membawa bukti
laporan kehilangan akta_nikah dari petugasyyang berwenang (polisi). Hal

ini berbeda dengandapa yang di gmgkapkan olelybapak hakim elmisbah

Ase serta Nurbani, mere} jikal pasangan suami istri

ahun 1974

dapat mengajukan itsbat nikah a¥

ungteta
UINIMAM-BONJOL
satu syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam
KHI pasal 14 bafSan y lo tH, oMsuami, wali nikah,
dua orang sakRAEAN kGan dari salah satu

syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke

ar perkawinan tersebut berkekuatan

Pengadilan.
Kelima, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun

1974. maksudnya adalah permohonan itsbat nikah dapat dilakukan
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apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 43 KHI dan aturan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, 9, 10.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku kecuali syarat yang ke-2 “ hilangnya akta nikah “ hakim ini
berpendapat bahwa jika pasangan stiami istri mengajukan perkara isbat
nikah dengan syarat yang'ke-2 ini ‘maka Pengadilan Agama Solok tidak

mengabulkan permohonanya kargaa salinan bukwnikahnya masih ada di

KUA dimana ia melakukan Rihak ‘pengadilan menyarankan

permoho i istri harus

mengerti dimana prost dijalanainya.

Pertama jika dalam perkara isba nikah maka sebutan bagi pasangan

suamiga sebgoalaPegaohga | istri s i Pagaohql Ilgsepegti g
UIN HMAM NJC

N—

®
persidangan dilakukan di Pengadilan Agama maka hakimnya berjumlah 3
orang terdiri ¢ AKN ng@ota II, sedangkan
persidangan )g‘ . ka&g@a ntara Pengadilan
Agama Solok dengan KUA serta Dukcapil, persidangan ini dilakukan di
Kantor Camat maka hakimya yaitu tunggal, seperti perkara Nomor

0028/Pdt.P/2016/PA.Slk dan perkara no 0069/Pdt.P/2016/PA.Slk.(Ase
2017)
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Oleh karena itu, tahap-tahap yang harus ditempuh oleh pasangan

suami-istri sebagai berikut:

Susunan persidangan terdiri dari :

1. Hakim tunggal ataujhakim majelis terdiri dari satu ketua
dan dua hakimg@nggota, yang dilengkapi oleh panitra
sebagai pencatat jalanya persidangan.

2. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan
hakimfdan posisi t at di'sebelah kanan dan penggugat

dissebelah kiri

Apablla persidangan ar maka jumlah persidangan

, di muka

mungkln dama1 karena us$ penyelesaian perdaamaian sudah
dilakukan berkali-kali, haklm tetap meminta agar mrncoba lagi. ]ad1

UINIMAI E

ukti i entltasnya para pihak menunjukkan

masing-ma ila ugat dan tergugat
maka hakl la rat kuassa khusus
pihak lawargg Apgpila K&§gu atau cacat maka

sidang ditangguhkan. Setelah para plhak dianggap sudah mengerti
maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan
perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.

2. Sidang kedua ( Jawaban tergugat )
a. Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua
kemungkinan.
1) Gugatan dicabut
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2) Mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka
sidang.

b. Apabila dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut
campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri cirri dari
daripada perdamaian di luar pengadilan ialah:

1). Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya
hakim.
2). Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahanya
dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Negeri.

c. Apabila perdamajaf dilakukan di muka Hakim, maka cirinya
ialah:

1). Kekuatan perdamain sama déngan putusan pengadilan

2). Apabila salah satussihak melakukan ingkar janji, perkara

take dapat lagi g kembali.Bentuk perdamainan di
muka pengadi dari [ampiran.

en sb#f AsBR di ke rsiilan

UIN-IMAM-BONJOL
perkara gugatan maupun perkara permohonan. Ketika sidang pertama
perkara permoPA)ﬁAN 6 persidangan yang
dilakukan oleh*hakith a an n en para pihak yaitu
pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan pada perkara
permohonan proses pada sidang pertama adalah menanyakan identitas
pemohon I dan pemohon II.(Ase, 2017)

Elmisbah Ase menegaskan bahwa pelaksanaan sidang perkara

permohonan berbeda dengan pelaksanaan sidang perkara gugatan.
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Perbedaan itu ditemukan pada sidang kedua, pada sidang kedua perkara
gugatan proses yang dilakukan adalah pembacaan surat gugatan,
sedangkan sidang kedua perkara permohonan proses yang dilakukan
adalah pemeriksaan pernikahan.(Ase, 2017)

5. Sidang kelima

Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh
penggugat.Disini  penggugat., mengajukan  bukti-bukti  yang
mempeerkuat dalil-dalil pehggugat sendiri dan yang melemahkan
dalil-dalil tergugat.Bukti¢bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat
dan saksi-saksi.

Buktig=bukti surat harus di nazegelan lebih dahulu

dengan aslinya oleh hakim

data justru d 2
rdebatan di [ m. Apabila
selesat )

memberi keterangan saksi T dlsumpah lebih dahulu dan tidak
boleh masuk dalam ruang sidang sebelum dlpanggll

ida
1
maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktlan ari pihak
tergugat. Ja gangsid a dengan catatan
bahwa yan i “ i si adalah tergugat
sedang tanygjaw, lima.

7. Sidang ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan.Disini
kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang
tersebut.Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang
menguntungkan para pihak sendiri.

8. Sidang kedelapan
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Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim.Dalam
sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh
para pihak.Setelah selesai membaca putusan maka hakim
mengetukkan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk
mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim.
Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 haro
terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan ( Soeroso 1994,44)

Jika permohonan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh
Pengadilan Agama Solok gmaka Pengadilan Agama Solok akan
mengeluarkan putuSan/ penetapan seperti penetapan

0008/Pdt.P/2016/PASIK." Pe utusan isbat nikah itu dapat

diambil dalam jangka w ng mulai dari hari terakhir

wancara pe

engadilan dilakukan

untuk mengikuti proses persidanganya karena dalam perkara gugatan

UINIMAM BONJOL

pasangan suami istri itu _dijadikan sebagai pihak pemohon, suami

pemohon I dan i ( 1

3. Landasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Di
Pengadilan Agama Solok.

Berdasarkan fakta perkawinan pasangan suami istri yang dibuat
dalam surat permohonan isbat nikah yang telah diajukan ke Pengadilan

Agama Solok maka yang menjadi landasan hukum oleh hakim dalam
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menetapkan perkara isbat nikanya adalah Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil dokumentasi penetapan perkara Pengadilan
Agama Kota Solok No. 80/Pdt.P/2016/PASlk, dan perkara No
0069/Pdt.P/2016/PA.Slk ditemukan bahwa di Pengadilan Agama Solok ,
landasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara isbat
nikah adalah Undang-UndanggNe. TyTahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 2 - Pasal 9.

Hal senadagfdisampaikangmoleh “Elmisbah Ase, bahwa setiap

penetapan perkara isbat nj apkan oleh Pengadilan Agama

rta Pasal 14 Islam ini

tentangyPen| syarat dan

hakim da¥ Pat nikah ad@ memberikan

pertimbangan atau mashlahah

parnikahan n suami gafrigdtu ti erc digPPNg karega j

Jagi pasangan suami-istri walaupun

e
mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi
yang dibutuhk AﬂAN g ®erta memberikan
jaminan perlilE n m ﬁp masing-masing
pasangan suami istri. nikah merupakan bukti yang kuat terhadap
perkawinan yang telah dilakukan oleh suami-istri. Akta nikah juga
bermanfaat bagi pasangan suami-istri jika terjadi masalah disuatu saat

nanti serta bermanfaat bagi anak-anak mereka dalam hal keperluan

administrasi.(Ase, 2017).
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Berdasarkan hasil dokumentasi dari penetapan perkara No.
78/Pdt.P/2016/PA.SIk, dan perkara No 0069/Pdt.P/2016/Pa.Slk penulis
temukan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam
menetapkan perkara isbat nikah adalah Pasal 2-9 Undang-undangh No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14-44 Kompilasi hukum Islam.

Muhammad Ismet menambahkan bahwa alasan lain yang
digunakan dalm perkara isbat¢nikah, adalah Pasal 7 ayat (3) huruf e
Kompilasi Hukum Islamserta pertimbangan yang memberikan dampak

positif terhadap paSangan suamigistri yang mengajukan permohonan

isbat nikah sébagai "alat b no oetentik,  jika hakim tidak

yang telah

n -hukum d

ndang-Undang

4. Analisis Penulis

andesgm vamidisgaent ighat ng tegomg an@pasd 4gpmgt
UIN:-IMAM-BONJO
dirumuskan bahwa isbat nikah termasuk kompetensi absolut Pengadilan
Agama yaitu pPAAN rlaku Undang-Undang

Nomor 1 Tahun@974bu a@ina® y@n er i€ sudahnya.
Landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan
perkara isbat nikah adalah pasal 2 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai pasal 44 KHI yang mengatur tentang

keabsahan perkawinan, kewajiban, mendataftarkannya di PPN, rukun dan

syarat perkawinan, mahar serta larangan untuk melangsungkan
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perkawinan dengan bebagai sebab. Pasal 14 menyatakan bahwa untuk
melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah,
dua orang saksi, ijab dan Kabul. Dari ketentuan pasal 14 inilah peluang
yang kemudian muncul dan terbuka lebar bagi semua pihak untuk
mengajukan isbat nikah. Melihat kepada pertimbangan hakim, aspek yang
terpenting dalam perkara isbat nikah adalah perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan huKum jislam tanpa memandang kepada
peraturan pemerintah.

Dari berbagai‘pasal yang diganakan oleh hakim Pengadilan Agama

Solok dalam menetapkan pg ikah, maka pasal 7 ayat (1) dan

Tahun 1974, tetapi Pasal 7 ayat's ini yang dijadikan dasar oleh parak

pikak gdala engaju onagemisbat gaikahg ungik kep n
UIN-IMAM BONJO
ari Pasal'7 Kompilasi Hukum Islam ini terlihatjelas bahwa tujuan

dan syarat per Arel AN al @i hanya membatasi

isbat nikah te:El ﬂ , a tertera, sehingga

isbat nikah yang diajukan diluar ketententuan lima hal ini tidak
dikabulkan, sementara pengajuan isbat nikah yang diajukan untuk
membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran di

kantor dukcapil tidaklah termasuk dalam pasal 7 KHI. Menurut penulis

pasal yang tepat dalam menanggani perkara ini sebagai payung hukum
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adalah pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa asal
usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran
atau alat bukti lainya, apabila akta kelahiran tidak ada dan alat bukti
lainya tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan atau
menetapkan asal usul seorang anak, setelah diadakan pemeriksaan yang
teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka atas dasar penetapan
Pengadilan Agama ini instansi dukeapil yang ada didaerah hukum
Pengadilan Agama mengeluarkan® akta wkelahiran bagi anak yang

bersangkutan. Halgni juga dikug

saksi saat
asa dengan

saksi ters ) 4 enyebabkan

Terkait dengan isbat nikah'Yang diajukan karena karena tidak ada

nggn i ekga Vv ela gkage parkawina '
U ’ o M Mda . N . @
ayat (1)

pemohon I dan pemohon Il telah sesuai dengan ketentuan pasa

Undang-Undan AI‘ LmA?Nﬁahwa perkawinan
sah apabila dil? m u si ig® dan kepercayaan.
Pasal ini memberikan dampak negatif terhadap proses pencatatan
perkawinan Kkarena dapat menimbulkan peremehan atas proses
pencatatan tersebut, khususnya terhadap pernikahan yang tidak

dicatatkan di KUA. Selagi perkawinannya dilaksanakan menurut Hukum

Islam maka perkawinan tetap diisbatkan walaupun melanggar peraturan
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pemerintah tentang perkawinan harus tercatat di PPN. Apabila pasangan
suami istri mengajukan permohonan isbat untuk keperluan administrasi
(akta kelahiran) maka landasan hukum yang seharusnya digunakan oleh
hakim adalah pasal 55 ayat (1),(2)dan (3) Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang perkawinan jo asal 103 ayat (1),(2) dan (3) KHI.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diketahui
bahwa setiap perkara yangg@diajukan permohonan isbatnya untuk
keperluan asministrasi yakni untuk Kkeperluan akta kelahiran, kartu

keluarga dan pasport sangatlah r tidak hanya,terpaku pada lima hal

yang telah diatur dalam p juga meliputi perkawinan yang

UIN IMAM BONJOL
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